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Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara
termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk
kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu
membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang
dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan
kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pel aksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan
harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasal ahan yang penulis bahas adalah
kewenangan Pel aksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk
pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas
tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian
secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengena pengaturan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang
digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa

Pel aksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu
perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya
akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

...... Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including
Indonesia, is aways active in carrying out devel opment activities, one of which is development for the
public interest. Development carried out for both public and private interests aways requires land as a
container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the
government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land
acquisition isrelated to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand
over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for
development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land
Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition
Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for
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the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a
form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition
arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used
was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition
Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures
contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for
land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal
protection as the final effort to demand accountability.



